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Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis untuk diserahkan
kepada dosen

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan
Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses
yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi
kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno
menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah
Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus
1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan
budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila
diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan
negara Indonesia.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan
dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia
sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai
menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah
Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan
munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan,
perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan
Pancasila di perkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh merekayang
menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). Puncaknya
adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu
berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh
pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila
sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No.ll/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun,
pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari
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garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan
praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden
Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini
nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan
diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal
ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsoen politik yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat
yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain.

Gambar 111.6: Gerakan reformasi Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sumber: www.kaskus.co.id

Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan
pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila
sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal
tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan
membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta
menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk menyimpulkan
mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai
dasar negara.

2. Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda dipersilakan untuk
mendiskusikan dengan teman sekelompok, kemudian membuat
kesimpulan dari hasil dikusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen!
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2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan
nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan
mental-ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa
menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap
unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan
agama.

Tantanganyang muncul, antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham
yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme,
komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus
kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal inipun dapat
dilihat dengan jelas, betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam
kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia
yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong.

Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa
Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai
berikut:

a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan
bernegara dalam era reformasiini karena perubahan sistem pemerintahan
yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-
luasnya, di satu pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa
tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering
ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat
terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang
dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat
menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai
Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut
dapat memperlemah integrasi nasional.

b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur
pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa
kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung
atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu
segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum
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dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam
membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya
merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu
seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan
yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab
tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat
harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna
memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga
negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di
pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin
kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan
tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.

1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang berbagai tantangan
globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus
solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi.

2. Kemudian, Anda diminta untuk membuat ringkasan hasil diskusi tersebut
untuk diserahkan kepada dosen.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar
Negara

1. Esensidan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima
dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus
1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama
akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara
berdasar prinsip-prinsip konstitusional.

Mahfud M.D. (2009: 16--17) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila
sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya
kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam
politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud M.D. menyatakan bahwa dari
Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun
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dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai
berikut:

1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau
keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.

2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya
membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara
hukum) sekaligus.

3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya
membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia
bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut
prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada
kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip
toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama
sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang
berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun,
tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga
setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran
berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara
sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal
yuridis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah
sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari
pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Kaelan, 2000: 91-92).
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Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib
hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas
kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok
pikiran.

2) Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis
maupun tidak tertulis).

4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk
penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita
moral rakyat yang luhur.

5) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan
negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami
karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan
berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika
masyarakat (Kaelan, 2000: 198--199)

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan
satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci.
Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan
dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham
perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang
menekankan consensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
(Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 88).

Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang
esensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kemudian
mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda dan membuat
ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen.
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b. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas

tetapi meyakinkan, sebagai berikut:
Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat
pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam
perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun,
yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan
imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang
membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama.
Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik
sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai
kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam
kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya
(Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 94-95).

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat
menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan
human resourses (personal/sumber daya manusia). Pendekatan institusional
yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-
nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai
negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya
kepentingan nasional (national interest), yang bermuara pada terwujudnya
masyarakat adil dan makmur. Sementara, human resourses terletak pada dua
aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan
(aparatur negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan
konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga
formulasi  kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang
mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap
implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good
governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan
terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); dan warga negara yang
berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber
nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight
liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni; serta warga negara yang
bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik
(infrastruktur politik). Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang
sosial maupun bidang politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan
kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi fatsoen atau etika
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politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya
menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyang
ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti,
Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai
Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan
menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para
penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-
nilai Pancasila.

Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh
penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud
tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan
negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.

1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok
tentang kondisi negara Indonesia dewasa ini dilihat dari
penyelenggaraan negara, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau
belum.

2. Anda diminta untuk merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut dan
menyerahkannya kepada dosen.

2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Rl

Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan

semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada

pokoknya memuat dua hal, sebagai berikut:

a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri
maupun terhadap dunia luar;

b. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung
dengan pernyataan kemerdekaan itu (Kaelan, 1993: 62).

Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan
harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar
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yang didalamnya memuat Pembukaan. Di dalam Pembukaan UUD 1945
tepatnya pada alinea ke-3 terdapat pernyataan kemerdekaan yang
dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan
antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD
1945, sebagai berikut:

a. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga
Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan
merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

b. Ditetapkannya Pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama
ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi
bagian kedua Proklamasi;

c. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih
rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong
ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia merdeka,
berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas
kerohanian Pancasila;

d. Dengan demikian, sifat hubungan antara Pembukaan dan Proklamasi,
yaitu: memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada
17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya
Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban
terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kaelan, 1993:
62-64).

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang hubungan antara Pancasila

dan proklamasi, kemudian membuat rumusan untuk diserahkan kepada
dosen.

3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Notonagoro (1982:24-26) menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak
merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya, masih ada dasar-
dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah
negarayang fundamental (staatsfundamentalnorm). Lebih lanjut, Notonagoro
menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental
mengandung beberapa unsur mutlak, yang dapat dilihat dari dua segi.
Pandangan Notonagoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Unsur Mutlak Staatsfundamental

s

Dari Segi Terjadinya

* Ditentukan oleh pembentuk negara

»  Terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak
pembentuk negara mengenai dasar-dasar Negara yang dibentuk

-

( Dari segi isinya memuat dasar-dasar Negara yang dibentuk
*  Asas kerohanian negara

*  Asas politik negara
*  Tujuan negara
N Memuat ketentuan diadakannya UUD negara

Gambar I1l.7: Unsur Mutlak Staatsfundamental

Berdasarkan paradigma berpikir tersebut, maka Pembukaan UUD 1945
memenuhi syarat unsur mutlak staatsfundamentalnorm, yang tergambar
dalam skema berikut ini:

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat

sebagai Staats Fundamental Norm

(Dari Segi Terjadinya h
*  Ditentukan oleh PPKI shg bentuk negara
*  Dalam alinea 3, dinyatakan “... maka rakyat Indonesia

\_ menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” )

Gari segi isinya memuat dasar-dasar Negara yang dibentuk \
Asas kerohanian Negara yaitu Pancasila pada alinea 4, “ ... dengan
berdasar kepada Ketuhanan ™

= Asas politik Negara, yaitu kedaulatan rakyat, alinea 2 dan 4

*  Tujuan Negara pada alinea 4
¢ Ketentuan diadakannya UUD, alinea 4" ... dalam suatu UUD

\ Negara Indonesia, ..." /

Gambar 111.8: Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai
Staats Fundamental Norm

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan
Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
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1) Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai
staatsfundamentalnorm. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan
merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang
Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari
pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah harus
sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

2) Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai
staatsfundamentalnorm. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945
sebagai staatsfundamentalnormmempunyai hakikat kedudukan yang
tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan
lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah (Notonagoro, 1982: 25).

Dalam kaitan itu, silakan disimak ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai
ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen ke-4, dalam Pasal 37 tersebut hanya
memuat ketentuan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945, tidak memuat
ketentuan untuk mengubah Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dipahami
karena wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat memahami kaidah ilmiah, terkait kedudukan
Pembukaan UUD 1945 vyang sifatnya permanen sehingga mereka
mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah
Pembukaan UUD 1945.

Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang
hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, kemudian mendiskusikan dengan teman sekelompok
dan membuat kesimpulannya untuk diserahkan kepada dosen.

4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945

Benarkah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia itu berhubungan dengan Pancasila? Mari cermati bahasan
berikut! (Anda dapat membaca kembali contoh hubungan dasar negara
dengan bentuk negara pada uraian terdahulu)

Anda tentu mengetahui bahwa setelah Amandemen atau Perubahan ke-4
(dalam 2002), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal (lihat Pasal Il Aturan Tambahan UUD
1945). Hal ini berarti bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi
bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun Penjelasan UUD 1945
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sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat
normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, dalam tataran
tertentu penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan
bernegara bagi warga negara.
Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, silahkan
Anda simak bunyi penjelasan UUD 1945, sebagai berikut.
“Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum
(rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-

Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar
menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”

Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran Penjelasan UUD 1945 tersebut,

merupakan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan

asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.

Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai
staatsfundamentalnorm.

2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945,
perlu Anda ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip
bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti
secara ilmiah-akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah
karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari Pembukaan UUD 1945
sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-
nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai
instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar.
Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal
dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan
kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Implikasinya pasal-pasal
dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.
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Perlu juga Anda pahami bahwa setiap pasal dalam UUD 1945 tidak
sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara
utuh. Di sisi lain, suatu pasal dalam UUD 1945 dapat mencerminkan sebagian
nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat
dipahami karena pasal-pasal UUD 1945 sebagai nilai instrumental dapat
terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang
kehidupan bangsa secara integral. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai
sila 1 dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan
suatu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Beberapa contoh pejabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat
digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IIl.7 Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945

No. Nilai Dasar (Pancasila) Nilai Instrumental
Pasal-Pasal dalam UUD 1945

1. Nilai Sila 1 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29, dan pasal lain

2, Nilai Sila 2 Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C,
28D, 28F, 28J, dan pasal lain

3. Nilai Sila 3 Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1)
sampai dengan ayat (5), dan pasal lain

4, Nilai Sila 4 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan
pasal lain

5. Nilai Sila 5 Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,

Pasal 34, dan pasal lainnya.

5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa konsep implementasi Pancasila
dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Sudah
barang tentu konsep-konsep yang diuraikan berikut ini bukan merupakan
konsep yang mutlak, melainkan merupakan konsep dasar sebagai bahan
diskusi.

a. Bidang Politik

Pernahkah Anda lihat rapat Rukun Warga di tempat tinggal Anda? Apa yang
biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti Anda melihat sekumpulan orang
atau beberapa orang yang berkumpul dan membicarakan masalah yang
dihadapi daerahnya dengan musyawarah. Seperti itulah implementasi
Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat
tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak,
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melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta
musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan
akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan.

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat
ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas
kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD
1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia,
baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh
konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang
menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan
dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar
dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan
terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya.

Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang
politik, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Sektor Suprastruktur Politik

Adapunyang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga
pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah
lainnya baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan
dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga
pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan,
dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing.
Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi
masyarakat (melalui infrastruktur politik) sesuai mekanisme atau prosedur
yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan
publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara. Di samping substansi, kebijakan publik tersebut harus
merupakan terjemahan atau mengartikulasikan kepentingan masyarakat,
pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi
hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 | ayat (4) UUD 1945.
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2) Sektor Masyarakat

Pada uraian terdahulu, telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan
infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga sosial politik, seperti oganisasi
kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik,
infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada
suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut
kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong
infrastruktur berperan sebagai interest group dan/atau pressure group. Dapat
dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka akan
timbul chaos atau kekacauan di masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah,
diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar
dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat
inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar
terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya
di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan
konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang
kebijakan-kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang ada
di daerah Anda, apakah kebijakan politik tersebut telah sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman
sekelompok mengapa hal tersebut terjadi, kemudian membuat
kesimpulannya dan menyerahkan kepada dosen.

b. Bidang Ekonomi

Apakah Anda masih melihat koperasi di daerah sekitar tempat tinggal Anda?
Apakah koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat? Apakah Anda tertarik untuk mendirikan atau masuk
menjadi anggota koperasi? Memang bentuk badan usaha dalam sistem
ekonomi nasional bukan hanya koperasi, melainkan juga ada bentuk badan
usaha milik perseorangan atau swasta, dan badan usaha milik negara. Ketiga
bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya bahkan menempati posisi
yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, bentuk badan usaha koperasi

104



terkesan mendapat perhatian
yang lebih besar berdasarkan
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Padahal, apabila dicermati . - o
ketentuan dalam Pasal 27 ayat | ; l PENGIRIMANBARANG </

i 2w

(2), maka terasa bahwa bentuk
badan usaha milik swasta juga
menempati kedudukan vyang
strategis dalam meningkatkan

ekonomi nasional dan

kesejahteraan rakyat. Di sisi

lain, apabila dicermati o —

ketentuan dalam Pasal 33 ayat [ Zu ’;{'I"{!SIM[

(2) dan ayat (3) UUD 1945,

Gambar 111.6: Kegiatan koperasi Mahasiswa

maka Badan Usaha Milik sebagai bentuk kegotongroyongan ekonomi
Negara juga menempati posisi Sumber: kopsagoe.blogspot.com
yang strategis dalam

meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan
ayat (4) UUD 1945, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem
jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta memelihara
kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar.

@ ILUSTRASIKAN - DALAM  BENTUK GAMBAR YANG MENCERMINKAN
KEGIATAN KOPERASI SEBAGAI PENGGANTI GAMBAR DI ATAS!

Mungkin dalam pemikiran Anda terbersit bahwa ketentuan dalam Pasal 27
ayat (2) terasa paradoks dengan ketentuan dalam Pasal 33 khususnya ayat
(1), (2), (3), dan ayat (4). Kedua prinsip dalam 2 Pasal tersebut ibarat kontinum
darikiri (sosialisme) ke kanan (kapitalisme/liberalisme), yang di tengahnya ada
titik keseimbangan. Titik keseimbangan tersebut akan ditentukan oleh DPR
bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945. Inti dari ketentuan dalam Pasal tersebut adalah bahwa APBN
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Spirit yang terkandung dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat
(1), (2),(3), (4), dan (5), serta Pasal 34 UUD 1945 adalah ekspresi darijiwa nilai-
nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi. Keberadaan
ketiga bentuk badan usaha di samping usaha perseorangan, yaitu Badan
Usaha Milik Perseorangan/Swasta, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara
merupakan cerminan kepribadian manusia Indonesia yang terpancar
terutama dari nilai sila ke-lima yang lebih bertumpu pada sosialitas dan sila
ke-dua yang lebih bertumpu pada individualitas terkait sistem perekonomian
nasional. Sudah barang tentu, prinsip-prinsip nilai sila ke-lima dan sila ke-dua
dalam sistem perekonomian tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai sila lainnya
dalam Pancasila.

Sebagai bahan pembanding atas uraian tersebut, berikut ini adalah pandangan
Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993: 240--241) mengenai 5 prinsip
pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai
berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh
rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ada kehendak kuat dari seluruh
masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai
asas-asas kemanusiaan;

3) Persatuan Indonesia, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan
perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme
menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi;

4) Kerakyatan vyang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, koperasi merupakan sokoguru
perekonomian dan merupakan bentuk saling konkrit dari usaha bersama;

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adanya imbangan yang
jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi
dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan
ekonomi dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi
mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-
asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan,
perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan
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ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk
fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan
sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD
1945. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak
didukung oleh dana pembangunan yang besar. Dana pembangunan diperoleh
dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan
bentuk distribusi kekayaan dariyang kaya kepada yang miskin, sehingga pada
hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat.

1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang implementasi nilai-
nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional.

2. Anda harus mendiskusikan dengan teman sekelompok mengenai
alternative terbaik sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk
meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

3. Anda diminta untuk membuat kesimpulan alternatif terbaik dan cara
memperjuangkan alternatif tersebut agar dapat diadopsi pemerintah
dan didukung masyarakat. Kemudian, menyerahkan hasil ringkasan

kepada dosen.

(0

c. Bidang Sosial Budaya

Apakah Anda pernah mencoba menyapu halaman rumah dengan
menggunakan satu lidi? Bagaimana kalau lidi itu banyak, kemudian diikat
dalam satu ikatan? Bagaimana hasilnya, apakah cepat yang satu lidi atau
seikat lidi? Pertanyaan di atas merupakan dasar berpijak masyarakat yang
dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan
Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Gambar 111.7: Bhinneka Tunggal lka
Sumber: kfk.kompas.com
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Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong
sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945.
Namun akhir-akhir ini, semangat kegotongroyongan di kalangan masyarakat
menunjukkan gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa
tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik
dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jati
diri bangsa akan semakin terancam. Mengingat karakter masyarakat
Indonesiayang berbhinneka tunggal ika sebagaimana disebutkan dalam Pasal
36 A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen
bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebhinnekaan masyarakat
sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor
disintegratif, tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari
pihak asing.

Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan
dan persatuan melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal
31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa “ Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia”. Di sisi lain, menurut Pasal 32 ayat (1) UUD
1945, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sejalan dengan hal
itu, menurut Pasal 32 ayat (3) UUD 1945, ditentukan bahwa “Negara
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.”

Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau
integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan
ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Soemardjan dalam Oesman dan
Alfian (1993:172) bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang.
Mungkin perkembangannya berjalan lambat, seperti terjadi dalam masyarakat
pedesaan yang kurang sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
masyarakat lain. Mungkin juga perkembangan tersebut berjalan cepat, bahkan
sering terlampau cepat, seperti yang terjadi pada masyarakat kota.
Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan
bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu
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dipengaruhi oleh negara. Dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan yang
saling memengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu
pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Apabila
kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang
sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia.
Akan tetapi, apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin
bertentangan, kedua-duanya akan selalu menderita, frustrasi, dan rasa
tegang.

Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia
harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan
karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang
konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks
kekinian.

1. Anda dipersilakan untuk mencari bentuk-bentuk gotong royong yang
ada di daerah Anda, kemudian menjelaskan fungsi dari gotong royong
tersebut dalam pengembangan sosial budaya masyarakat setempat.

2. Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok apakah
nilai gotong royong tersebut masih dapat dipertahankan, dan
bagaimana cara mensosialisasikannya. Anda diminta merumuskan

kesimpulan hasil diskusi tersebut dan menyerahkan kepada dosen.

d. Bidang Hankam

Anda sudah akrab dengan istilah bela negara, istilah pertahanan, dan istilah
keamanan negara. Ketiga istilah tersebut terkait dengan pembahasan
mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan
negara. Anda juga sudah paham bahwa berbicara tentang hal tersebut, sudah
barang tentu harus terkait dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan
Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bagi
Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat
sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela
negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, dalam menjaga
kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna
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mewujudkan tujuan nasional. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela
negara dalam keadaan damai banyak bentuknya, aplikasi jiwa pengabdian
sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan
juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat
pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Hal ini
berarti pahlawan tidak hanya dapat lahir melalui perjuangan fisik dalam
peperangan membela kehormatan bangsa dan negara, tetapi juga pahlawan
dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara. Misalnya, dalam
bidang pendidikan dapat lahir pahlawan pendidikan, dalam bidang olah raga
dikenal istilah pahlawan olah raga, demikian pula dalam bidang ekonomi,
teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain dapat lahir pahlawan-pahlawan
nasional. Demikian pula halnya dengan pembayar pajak, mereka juga
pahlawan karena mereka rela menyerahkan sebagian dari penghasilan dan
kekayaannya untuk membantu Negara membiayai pembangunan, seperti:
pembangunan jalan/jembatan, pembayaran gaji TNI/POLRI serta penyediaan
program pembangunan yang pro masyarakat miskin berupa subsidi, dan
sebagainya.

Gambar 111.8: Personil tentara dan alutsista untuk mendukung strategi pertahanan dan
keamanan, dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat
Sumber: strategi-militer.blogspot.com
Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik, terkait dengan istilah
pertahanan dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya
upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional
untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat
mengganggu integritas nasional. Adapun yang dimaksud dengan
pembangunan bidang keamanan adalah daya upaya bangsa dalam
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membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman
dari dalam negeri serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban
masyarakat serta penegakan hukum.

Sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, bahwa implementasi nilai-
nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terkait dengan nilai-
nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3),
(4), dan ayat (5) UUD 1945. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental
Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung
dalam Pasal 30 UUD 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
2. Sistem pertahanan dan keamanan
Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat
Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kekuatan
utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tugas pokok TNI
TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,
sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi,
dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Tugas pokok POLRI
POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kelangsungan hidup bangsa dan
negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI, melainkan juga
merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tidak terkecuali Anda.
Bukankah Anda sepakat bahwa asas politik negara Indonesia adalah
kedaulatan rakyat yang dapat dimaknai bahwa negara Indonesia milik seluruh
warga nedara, termasuk Anda. Ibaratnya,negara Indonesia adalah rumah
Anda, siapakah yang bertanggung jawab menjaga keselamatan rumah dengan
segala isinya, sudah barang tentu Anda sepakat bahwa yang bertanggung
jawab adalah seluruh pemilik rumah tersebut. Berdasarkan analogi rumah
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tersebut, maka logis apabila seluruh warga negara merasa bertanggung
jawab dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.

1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk mengemukakan
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela
negara.

2. Kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman
sekelompok mengenai tingkat kesadaran bela negara di kalangan
mahasiswa, dan merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk
diserahkan kepada dosen.

F. Rangkuman tentang Makna dan Pentingnya Pancasila sebagai
Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan
pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa,
Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan
membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai
segala urusan penyelenggaraan negara.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik
dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar
partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam
berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan
demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan
sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam
keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

G. Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Dasar
Negara

Agar pemahaman Anda bertambah mengenai Pancasila sebagai dasar negara.
Anda diminta membuat suatu projek lapangan yang dimaksudkan agar Anda
memiliki kemampuan mengkritisi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam
perspektif sebagai dasar negara.
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Anda diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.

Bentuklah kelompok dari kelas Anda, setiap kelompok berjumlah sekitar 8

orang. Dalam kelompok tersebut, dibagi lagi menjadi 4 kelompok kecil.

Setiap kelompok mempunyai tugas-tugas sebagai berikut!

a. Kelompok pertama menyusun latar belakang,

b. Kelompok kedua mengidentifikasi berbagai alternatif peraturan atau
kebijakan publik,

c. Kelompok ketiga memilih alternatif peraturan atau kebijakan publik
yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah di suatu daerah,

d. Kelompok keempat menyusun rencana aksi dari alternatif yang sudah
dipilih bersama.

Melakukan penelitian

Masing-masing kelompok meneliti tentang masalah eksistensi Pancasila
dalam kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Anda
dapat melakukan penelitian di pemerintah daerah setempat atau
lembaga-lembaga lain  yang mempunyai kewenangan dalam
merumuskan dan menetapkan peraturan atau kebijakan publik.
Kemudian, Anda diminta menganalisis apakah nilai-nilai Pancasila itu telah

menjiwai peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut!
Presentasi

Setelah Anda melakukan penelitian, selanjutnya Anda mempresentasikan
hasil penelitian kelompok masing-masing di depan kelas bersama pakar
atau dosen Pancasila!
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